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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.
Gambaran Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana
1. 
Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan di mana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu karena pada dirinya terdapat unsur kesalahan. Dengan demikian, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus dapat dicela secara hukum atas tindakannya tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan celaan itu secara subjektif dapat dibebankan kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan dua hal, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum dan adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah penilaian apakah seseorang pelaku tindak pidana patut dipidana atau tidak. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa pidana karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf.

Menurut Teguh Prasetyo, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar layak dipersalahkan.

2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Bambang Poernomo, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana karena kesengajaan
Pertanggungjawaban ini timbul apabila pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan batin yang kuat antara pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana yang dijatuhkan umumnya lebih berat. 

2. Pertanggungjawaban pidana karena kealpaan
Bentuk ini terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau sembrono, perbuatan tersebut tetap menimbulkan akibat yang dilarang hukum. Dalam hal ini, kesalahan pelaku terletak pada kurangnya kehati-hatian. 

3. Pertanggungjawaban pidana langsung
Pertanggungjawaban pidana langsung dikenakan kepada orang yang secara pribadi melakukan tindak pidana. Pelaku tersebut dianggap sebagai subjek utama yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. 

Menurut P.A.F. Lamintang, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Pertanggungjawaban pidana individual
Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada orang perseorangan yang secara nyata melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana klasik, bentuk ini merupakan yang paling utama karena pidana pada dasarnya bersifat pribadi. 

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi
Pertanggungjawaban ini dikenakan kepada badan hukum atau korporasi yang melakukan pelanggaran pidana melalui organ atau pengurusnya. Dalam perkembangan hukum modern, korporasi dapat dipidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan undang-undang. 

3. Pertanggungjawaban pidana pengganti
Bentuk ini terjadi ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan pihak lain berdasarkan ketentuan hukum tertentu. Walaupun tidak selalu diterapkan secara umum, konsep ini dikenal dalam perkembangan hukum pidana khusus. 

Menurut Mahrus Ali, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana terdiri atas:

1. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan
Bentuk ini didasarkan pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana disertai unsur kesalahan. 

2. Pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability)
Dalam strict liability, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Biasanya hal ini diterapkan pada tindak pidana tertentu yang menyangkut kepentingan umum. 

3. Pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability)
Vicarious liability merupakan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan orang lain karena adanya hubungan tertentu yang diakui hukum, misalnya hubungan kerja atau jabatan.
B.
Gambaran Umum Tindak Pidana


1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perbuatan tersebut dinyatakan dapat dipersalahkan. Pengertian ini menegaskan bahwa tindak pidana bukan hanya soal adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga menyangkut kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab.

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Definisi ini memperlihatkan bahwa tindak pidana memiliki dimensi sosial, yaitu sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Menurut E. Utrecht, tindak pidana adalah suatu peristiwa pidana atau perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, unsur pokok dalam tindak pidana adalah adanya larangan dalam undang-undang dan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian ini menitikberatkan pada akibat hukum dari suatu perbuatan, yaitu bahwa suatu tindakan baru dapat disebut tindak pidana apabila terhadapnya tersedia ancaman pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Oleh sebab itu, tindak pidana selalu berkaitan dengan asas legalitas, yakni suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah lebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.


2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut S.R. Sianturi, jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana kejahatan
Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, tata nilai, dan norma yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan ini pada umumnya dipandang lebih berat karena menyerang kepentingan hukum yang penting, seperti nyawa, harta benda, dan kehormatan. 

2. Tindak pidana pelanggaran
Pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah dinyatakan dalam undang-undang. Dibandingkan kejahatan, pelanggaran umumnya dipandang lebih ringan dan sanksinya juga lebih ringan. 

Menurut C.S.T. Kansil, jenis-jenis tindak pidana meliputi:

1. Tindak pidana formal
Tindak pidana formal adalah delik yang dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang itu dilakukan, tanpa perlu menunggu akibat tertentu timbul. Yang ditekankan adalah perbuatannya, bukan akibatnya.

2. Tindak pidana material
Tindak pidana material adalah delik yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang telah benar-benar terjadi. Oleh karena itu, dalam delik material unsur akibat menjadi hal yang sangat penting. 

Menurut Leden Marpaung, jenis-jenis tindak pidana terdiri atas:

1. Tindak pidana dolus
Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. 

2. Tindak pidana culpa
Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian. Pelaku memang tidak menghendaki akibatnya, tetapi karena kurang hati-hati maka akibat yang dilarang hukum tetap terjadi. 

Menurut R. Soesilo, jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana aktif (komisi)
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan melalui suatu perbuatan aktif, misalnya mengambil, memukul, atau merusak. Delik ini menuntut adanya tindakan nyata dari pelaku. 

2. Tindak pidana pasif (omisi)
Tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh hukum. Jadi, unsur utamanya terletak pada sikap diam atau pembiaran yang seharusnya tidak dilakukan.
C.
Gambaran Umum Operator Judi


1. Pengertian Operator Judi

Operator dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik merupakan pihak yang menjalankan dan mengoperasikan perangkat perjudian sehingga permainan dapat berlangsung. Kedudukan operator tidak dapat dipandang sebagai pihak yang pasif, karena operator memiliki peran aktif dalam mengendalikan jalannya permainan. Operator biasanya bertugas menerima taruhan, menukarkan uang dengan chip, serta memastikan mesin perjudian berfungsi sebagaimana mestinya. Peran tersebut menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam aktivitas perjudian. Oleh karena itu, kedudukan operator harus dianalisis secara hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Dalam praktiknya, operator sering kali bukan merupakan pemilik dari mesin perjudian, tetapi hanya sebagai pihak yang menjalankan operasional perjudian. Meskipun demikian, hukum pidana tidak hanya melihat kepemilikan sebagai dasar pertanggungjawaban, melainkan juga melihat peran dan kontribusi nyata dalam terjadinya tindak pidana. Pihak yang secara aktif menjalankan sarana perjudian dapat dikategorikan sebagai pelaku apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian. Kedudukan ini menjadi penting dalam menentukan apakah operator termasuk pelaku utama atau pihak yang turut serta. Analisis ini harus didasarkan pada peran konkret yang dilakukan oleh operator.

Operator mesin perjudian elektronik berperan sebagai penghubung antara pemain dan sistem perjudian. Peran ini meliputi penjualan chip, pengawasan permainan, serta pengelolaan hasil taruhan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa operator memberikan kesempatan dan sarana untuk berlangsungnya perjudian. Dalam konteks Pasal 303 ayat (1) KUHP, perbuatan memberikan kesempatan atau sarana untuk berjudi dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, operator yang menjalankan fungsi tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang memberikan kesempatan untuk berjudi.

Kedudukan operator juga dapat dikaji melalui konsep penyertaan dalam hukum pidana. Apabila operator bekerja sama dengan pemilik atau pihak lain dalam menjalankan perjudian, maka operator dapat dikategorikan sebagai turut serta (medepleger). Penentuan ini bergantung pada adanya kerja sama yang sadar dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, operator tidak hanya membantu, tetapi turut mengambil bagian dalam pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, kedudukan operator harus dianalisis berdasarkan peran dan kontribusinya dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik.
 

Penentuan kedudukan operator dalam tindak pidana perjudian mesin elektronik harus mempertimbangkan unsur kesalahan dan kesengajaan. Operator yang secara sadar menjalankan mesin perjudian dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Dengan demikian, kedudukan operator dalam tindak pidana perjudian tidak dapat dipisahkan dari analisis unsur subjektif dan objektif tindak pidana. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana operator.


2. Jenis-Jenis Operator Judi
Menurut P.A.F. Lamintang, jenis-jenis operator judi adalah sebagai berikut:

1. Operator judi darat
Operator judi darat adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan perjudian secara langsung pada suatu tempat tertentu, seperti rumah judi, kasino, arena sabung, atau lokasi permainan taruhan lainnya. Dalam bentuk ini, operator berperan menyediakan tempat, perangkat permainan, serta mengatur jalannya aktivitas perjudian agar dapat berlangsung secara terorganisir. 

2. Operator judi terselubung
Operator judi terselubung merupakan pihak yang menyelenggarakan perjudian dengan cara menyamarkan kegiatan utamanya di balik usaha lain, misalnya warung, kedai, tempat hiburan, atau perkumpulan tertentu. Bentuk ini biasanya dilakukan untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum dan agar aktivitas perjudian tampak seolah-olah bukan kegiatan utama. 

3. Operator judi berjejaring
Operator judi berjejaring adalah penyelenggara judi yang bekerja dengan sistem jaringan, yaitu melibatkan beberapa orang dengan tugas berbeda, seperti bandar, pengepul taruhan, pencatat, dan pembayar kemenangan. Pola ini menunjukkan bahwa perjudian tidak selalu dijalankan secara individual, melainkan sering disusun secara sistematis dan memiliki pembagian peran. 

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis operator judi adalah sebagai berikut:

1. Operator sebagai bandar
Operator sebagai bandar adalah pihak yang menjadi pusat penyelenggaraan perjudian dan menanggung jalannya seluruh mekanisme taruhan. Bandar biasanya menentukan aturan permainan, menerima taruhan, menyimpan uang taruhan, serta membayarkan kemenangan kepada pemain. Posisi bandar sangat penting karena ia menjadi inti dari keseluruhan praktik perjudian. 

2. Operator sebagai penyedia sarana
Jenis ini adalah pihak yang tidak selalu terlibat langsung menerima taruhan, tetapi menyediakan tempat, alat, media, atau fasilitas yang memungkinkan perjudian berlangsung. Dalam praktiknya, penyedia sarana tetap dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari operator judi karena tanpa dukungan sarana tersebut aktivitas perjudian tidak dapat berjalan. 

3. Operator sebagai penghubung pemain
Operator jenis ini berperan sebagai perantara antara pemain dengan bandar atau pusat perjudian. Ia biasanya bertugas mengumpulkan taruhan, menyampaikan nomor atau pilihan taruhan, dan kemudian menyerahkan hasilnya kembali kepada pemain. Walaupun tidak selalu menjadi pengendali utama, peran penghubung tetap merupakan bagian penting dalam rangkaian penyelenggaraan perjudian. 

Menurut Adami Chazawi, jenis-jenis operator judi adalah sebagai berikut:

1. Operator judi konvensional
Operator judi konvensional adalah penyelenggara perjudian yang menjalankan aktivitas taruhan secara tatap muka dan menggunakan metode tradisional. Misalnya, operator yang mengelola permainan kartu, dadu, togel manual, atau taruhan olahraga secara langsung. Ciri utamanya adalah adanya interaksi fisik antara operator dan pemain. 

2. Operator judi elektronik
Operator judi elektronik adalah pihak yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk menjalankan perjudian, seperti mesin judi, terminal elektronik, atau media digital sederhana. Bentuk ini menunjukkan perkembangan cara kerja perjudian dari pola tradisional menuju pola yang lebih modern dan sulit diawasi. 

3. Operator judi online
Operator judi online adalah penyelenggara perjudian yang menggunakan internet atau jaringan digital sebagai media utama. Operator ini biasanya mengelola situs, aplikasi, atau platform tertentu untuk menerima taruhan dan membayar hasil kemenangan. Bentuk ini dinilai lebih berbahaya karena jangkauannya luas, mudah diakses, dan sulit dideteksi secara langsung.

D.   
Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Perjudian 
1. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia karena dianggap bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjudian dipahami sebagai suatu perbuatan yang melibatkan unsur taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan faktor kebetulan. Unsur kebetulan tersebut menjadi ciri utama yang membedakan perjudian dengan aktivitas lainnya. Dalam perjudian, terdapat risiko kerugian yang sebanding dengan peluang memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, perjudian dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana.

Pengertian perjudian secara yuridis dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa perjudian adalah setiap permainan yang kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada faktor kebetulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya terbatas pada permainan tertentu, tetapi mencakup semua bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan ketidakpastian. Faktor kebetulan menjadi unsur utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam menentukan tindak pidana perjudian. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

Perjudian juga dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, seperti uang atau barang, dengan harapan memperoleh keuntungan. Aktivitas ini melibatkan dua pihak atau lebih yang saling bertaruh berdasarkan hasil suatu permainan atau peristiwa tertentu. Dalam praktiknya, perjudian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Perkembangan teknologi telah menyebabkan munculnya bentuk perjudian baru yang menggunakan perangkat elektronik sebagai sarana utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjudian memiliki berbagai bentuk yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan menindak segala bentuk perjudian yang dapat merugikan masyarakat. Hukum pidana memberikan sanksi kepada setiap orang yang terlibat dalam perjudian, baik sebagai pelaku, penyelenggara, maupun pihak yang memberikan kesempatan untuk berjudi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam memberantas praktik perjudian. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

Ketentuan mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat pemain, tetapi juga pihak yang memberikan kesempatan atau sarana perjudian. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku perjudian. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

Selain Pasal 303 KUHP, pengaturan mengenai perjudian juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang mengatur mengenai pemain perjudian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat penyelenggara perjudian, tetapi juga pemain yang terlibat dalam perjudian. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki pendekatan yang komprehensif dalam memberantas perjudian. Setiap pihak yang terlibat dalam perjudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik perjudian.

Pengaturan mengenai perjudian juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas perjudian sebagai bentuk kejahatan. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku perjudian. Dengan adanya undang-undang ini, penegakan hukum terhadap perjudian menjadi lebih efektif.

Pengaturan hukum mengenai perjudian menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum pidana memberikan sanksi kepada setiap pihak yang terlibat dalam perjudian. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku perjudian. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perjudian di masyarakat. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai perjudian menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pengaturan hukum mengenai perjudian menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum pidana memberikan sanksi kepada setiap pihak yang terlibat dalam perjudian. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku perjudian. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perjudian di masyarakat. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai perjudian menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tindak pidana perjudian memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perjudian menurut hukum pidana. Unsur pertama adalah adanya perbuatan menawarkan, memberikan kesempatan, atau turut serta dalam suatu permainan judi. Unsur kedua adalah adanya permainan yang mengandung taruhan. Unsur ketiga adalah adanya kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang bergantung pada faktor kebetulan. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana perjudian.

Unsur kebetulan merupakan ciri khas dari tindak pidana perjudian. Permainan yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau faktor yang tidak dapat dipastikan sebelumnya termasuk dalam kategori perjudian. Unsur ini membedakan perjudian dari aktivitas lain yang berbasis keterampilan semata. Dalam praktiknya, unsur kebetulan dapat muncul dalam berbagai bentuk permainan, termasuk permainan berbasis mesin elektronik. Penegasan mengenai unsur kebetulan ini terdapat dalam ketentuan KUHP.

Subjek hukum dalam tindak pidana perjudian tidak hanya terbatas pada pemain, tetapi juga mencakup pihak yang menyelenggarakan atau memberikan fasilitas perjudian. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan yang terlibat langsung dalam kegiatan perjudian. Dalam hal ini, penyelenggara dan pihak yang memberikan kesempatan berjudi termasuk dalam kategori subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup subjek hukum dalam tindak pidana perjudian cukup luas. Setiap orang yang berperan dalam terlaksananya perjudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai perannya.
 

Penentuan subjek hukum dalam tindak pidana perjudian harus memperhatikan unsur kesalahan dan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Setiap pihak yang secara sadar dan sengaja terlibat dalam kegiatan perjudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian terhadap keterlibatan aktif pelaku dalam tindak pidana perjudian. Subjek hukum dalam tindak pidana perjudian dapat mencakup pelaku utama, turut serta, maupun pembantu. Dengan demikian, analisis terhadap unsur dan subjek hukum menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan menindak segala bentuk perjudian yang dapat merugikan masyarakat. Hukum pidana memberikan sanksi kepada setiap orang yang terlibat dalam perjudian, baik sebagai pelaku, penyelenggara, maupun pihak yang memberikan kesempatan untuk berjudi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam memberantas praktik perjudian. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

Ketentuan mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat pemain, tetapi juga pihak yang memberikan kesempatan atau sarana perjudian. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku perjudian. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

Selain Pasal 303 KUHP, pengaturan mengenai perjudian juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang mengatur mengenai pemain perjudian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat penyelenggara perjudian, tetapi juga pemain yang terlibat dalam perjudian. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki pendekatan yang komprehensif dalam memberantas perjudian. Setiap pihak yang terlibat dalam perjudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik perjudian.

Pengaturan mengenai perjudian juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas perjudian sebagai bentuk kejahatan. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku perjudian. Dengan adanya undang-undang ini, penegakan hukum terhadap perjudian menjadi lebih efektif.

Pengaturan hukum mengenai perjudian menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum pidana memberikan sanksi kepada setiap pihak yang terlibat dalam perjudian. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku perjudian. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perjudian di masyarakat. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai perjudian menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pengaturan hukum mengenai perjudian menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum pidana memberikan sanksi kepada setiap pihak yang terlibat dalam perjudian. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku perjudian. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perjudian di masyarakat. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai perjudian menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Jenis-Jenis Perjudian

Jenis perjudian dapat dibedakan berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu perjudian konvensional dan perjudian elektronik. Perjudian konvensional dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perangkat elektronik, seperti permainan kartu dan dadu. Perjudian elektronik dilakukan dengan menggunakan mesin atau perangkat digital tertentu yang dirancang untuk permainan perjudian. Mesin perjudian elektronik merupakan salah satu bentuk perjudian modern yang memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan teknologi dalam perjudian menunjukkan adanya perubahan dalam pola tindak pidana perjudian.

Perjudian merupakan tindak pidana yang tidak hanya melibatkan pemain, tetapi juga pihak lain yang memberikan kesempatan, sarana, atau fasilitas untuk berlangsungnya perjudian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga pihak lain yang terlibat dalam aktivitas perjudian. Setiap pihak yang terlibat dalam perjudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik perjudian secara menyeluruh. Dengan demikian, perjudian merupakan tindak pidana yang memiliki ruang lingkup yang luas dalam hukum pidana.
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